
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBUK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 6 TAHUN 2023 

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI 

UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui 

Penyedia, perlu menetapkan pedoman dalam 

penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri 

(HPS) untuk pengadaan Jasa Konsultansi 

Nonkonstruksi di lingkungan Kementerian 
Perhubungan;

b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KM 197 Tahun 2020 tentang Besaran Minimal Biaya 

Langsung Personel Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi 

Selain Konstruksi di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan, sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum terkait kegiatan Jasa 

Konsultansi Nonkonstruksi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman

Penyusunan. . .
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Mengingat

Penyusunan dan Penetapan Perhitungan Harga 

Perkiraan Sendiri Untuk Pengadaan Jasa 

Konsultansi Nonkonstruksi di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubuhan 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesaia Tahun 2019 Nomor 203) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 

tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesaia Tahun 2021 Nomor 

106);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 

Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1657);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

593);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA 

PERKIRAAN SENDIRI UNTUK PENGADAAN JASA 

KONSULTANSI NONKONSTRUKSI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan pedoman penyusunan dan penetapan 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan Jasa 

Konsultansi Nonkonstruksi di lingkungan Kementerian 

Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini.

Penyusunan dan penetapan HPS sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk 

menilai kewajaran harga Perkiraan dan/atau kewajaran 

harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi 

Perkiraan yang sah dan dasar untuk menetapkan 

besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi Perkiraan yang 

kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

KETIGA . . .
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KETIGA : Pedoman ini digunakan untuk pengadaan Jasa

Konsultansi Nonkonstruksi bagi:

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penyusunan

kegiatan;

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun

dan menetapkan HPS; dan

c. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

atau Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi

kewajaran harga perkiraan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri Ini mulai berlaku, seluruh

kegiatan perencanaan pengadaan Jasa Konsultansi

Nonkonstruksi yang sudah dilakukan berdasarkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 197 Tahun

2020 tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personel

Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi

di Lingkungan Kementerian Perhubungan, namun

belum dilakukan kontrak, berlaku ketentuan dalam

Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 197 Tahun

2020 tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personel

Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi

di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . . .
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KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Januari 2023

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Keuangan;

3. Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

6. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

7. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMORKM 6 TAHUN 2023 
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN HARGA PERKIRAAN
SENDIRI UNTUK JASA KONSULTANSI 
NONKONSTRUKSI DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI 
UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PENDAHULUAN
Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi 
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Penyusunan dan penetapan HPS ini merupakan salah satu bagian dari 
kegiatan persiapan pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang 
dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Persiapan pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan oleh PPK dan dapat 
dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli, pengelola pengadaan barang/jasa, 
dan/atau tim pendukung atau tenaga pendukung.

Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.
Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dapat dilakukan 
menggunakan aplikasi.

1.1. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Sebagai pedoman kepada para pelaku pengadaan di dalam 
Menyusun dan menetapkan HPS untuk pengadaan jasa 
Konsultansi Nonkonstruksi di lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

2. Tujuan
Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai 
kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, 
dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah 
dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan 
bagi penawaran yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) 
dari nilai HPS.
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1.2. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian 
Perhubungan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Penyedia;

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

1.3. Istilah/definisi
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. HPS yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga 

barang atau jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya olah pikir.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat 
Pengawas yang tugas dan fungsinya sebagai pimpinan Satuan 
Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran 
belanja daerah.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang transportasi.

II. JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI

Jasa Konsultansi NonKonstruksi meliputi:
a. jasa rekayasa, perencanaan, perancangan dan pengawasan lalu lintas 

dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, laut, udara dan 
perkeretaapian, serta pengembangan/manajemen sumber daya 
manusia dan dalam bidang penelitian;

b. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa 
pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan 
hukum, konsultan penyusun/pengembang sistem/aplikasi; dan

c. pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.
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III. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

3.1. Tujuan penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai 
kewajaran harga perkiraan dan/atau kewajaran harga satuan, dasar 
untuk menetapkan batas tertinggi perkiraan yang sah dan dasar 
untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi perkiraan 
yang kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

3.2. Proses PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah 

disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk 

proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA 
mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L; 
dan

c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 
telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPK dapat meminta masukan dari tim ahli atau tenaga ahli dalam 
penyusunan HPS.

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan.

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara 
lain:
a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi 

barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang 
dilaksanakannya pemilihan Penyedia;

b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi 
oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi 
oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi 
profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar 
negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan 
termasuk pula sumber data dari situs web komunitas 
internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan 
profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional 
termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;

d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ 
potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh 
pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan 
masa berlaku potongan harga dari pabrikan/ 
distributor/agen/pelaku usaha tersebut;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan 
dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank 
Indonesia;

f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis 
dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan.
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g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh 
konsultan perencana (engineer’s estimate)-,

h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk 

tender/seleksi internasional; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, 
dan Pajak Penghasilan (PPh).

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia serta paling tinggi sama 
dengan nilai pagu anggaran, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia, 
kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam 
Dokumen Anggaran Belanja.

Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dapat 
menggunakan:

a. Metode Perhitungan Berbasis Biaya (cost-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif 
berbasis biaya terdiri dari:

1) Biaya Langsung Personel (Remuneration).

Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang 
diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli 
berdasarkan Kontrak.

Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar 
(basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya 
tidak langsung (overhead cost), dan keuntungan (profit/fee).

Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah 
satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari 
(SBOH), atau jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan 
waktu sebagai berikut:
Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1 
Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1 
Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3

2) Biaya Langsung Nonpersonel (Direct Reimbursable Cost).

Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang 
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang 
dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga 
pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta 
sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga 
Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan 
(at cost).
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Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum 
diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, 
sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes 
laboratorium, hak cipta dan lain-lain.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga 
Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, 
sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya 
ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi, dan 
tunjangan harian.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui 
penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost) 
diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya 
perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi 
telepon/internet/situs web.

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 
40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis 
pekerjaan Konsultansi Nonkonstruksi yang bersifat khusus, 
seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan 
cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, 
penyelidikan tanah dan lain-lain.

b. Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates).

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan
berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk 
menghasilkan keluaran pekerjaan/output dengan tarif/harga 
yang berlaku di pasar. Contoh : jasa konsultansi pembuatan 
website, jasa konsultansi pembuatan aplikasi open-source.

c. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates).

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan
berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan 
ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang
disediakan/dimiliki jasa konsultan tersebut. Contoh : jasa 
konsultansi penilai integritas dengan menggunakan sistem 
informasi yang telah memiliki hak paten.



-  6 -

IV. PENUTUP

Pedoman penyusunan dan penetapan HPS ditetapkan untuk kegiatan 
pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi di lingkungan Kementerian 
Perhubungan mengacu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

/ -̂KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO


